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Abstract   : The implementation of Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in resolving medical 
disputes that fall into the realm of criminal law is still very little to be used as an effort to resolve 
medical disputes because law enforcement still tends to choose settlement through litigation which 
leads to court decisions as an effort to resolve it rather than seeking penal mediation. Efforts to 
resolve medical disputes for health workers who commit medical malpractice according to Law 
Number 36 of 2009 concerning Health, the mediation route has now become one of the ways 
proposed by MHKI and accommodated in the latest Criminal Code to seek first settlement with 
a penal mediation route before entering the realm of litigation 

  
Kata kunci : Sengketa Medis, Malparktek, Penyelesaian Sengketa 
  

Abstrak      : Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana  
masih sangat sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena 
penegak hukum masih cenderung memlih penyelesaian melalui litigasi yang 
bermuara pada putusan pengadilan sebagi upaya penyelesaiannya dari pada 
mengupayakan mediasi penal. Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga 
kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara 
yang diusulkan oleh MHKI dan terakomodir dalam KUHP terbaru agar 
mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur mediasi penal sebelum 
masuk kedalam ranah litigasi. 
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I. PENDAHULUAN 

Pada era global dewasa ini, tenaga medik merupakan salah satu profesi yang 

mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdiannya kepada masyarakat sangat 

kompleks. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medik, baik 

sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai 

induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media 

elektronik. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medik (yang terbaik 

sekalipun) menjadi tidak berarti apa-apa. Belakangan media massa mulai sering 

mengungkap ketidakpuasan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan kesehatan 

yang mereka terima, baik dari dokter atau pun dari lembaga pelayanan kesehatan. Media 

elektronik maupun cetak yang mengangkat kasus dugaan malpraktek akibat kelalaian yang 

dikaitkan dengan kecacatan atau kematian seseorang setelah dilakukannya prosedur 

pengobatan.  Tidak jarang masalah tersebut kemudian berlanjut hingga ke pengadilan. 

Kejadian ini menarik untuk dicermati mengingat sengketa medis seperti ini tidak terbayang 

akan terjadi dalam beberapa dekade lalu. 

Di Indonesia sendiri, sengketa medis yang diselesaikan melalui jalur litigasi tidak 

banyak. Biasanya sengketa ini terhenti pada saat pembuktian, dimana pasien tidak dapat 

membuktikan kesalahan atau kelalaian dokter. Namun, untuk mencapai tahap pembuktian 

sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Padahal asas hukum yang berlaku dalam peradilan 

Indonesia seharusnya memenuhi asas sederhana, murah, dan cepat. Persidangan yang 

memakan waktu yang lama dan biaya yang besar jelas tidak sesuai dengan asas hukum 

yang berlaku. Untuk itu, Perlu di cari altematif penyelesaian sengketa yang dapat 

memenuhi asas sederhana, murah dan cepat. 

Dalam hal ini kasus sengketa medis sangat dimungkinkan untuk menyelesaikannya 

melalui mediasi. Hal ini tertuang dalam Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Kesehatan menjadi No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memerintahkan wajib 

melakukan mediasi jika terjadi kesalahan atau kelalaian oleh tenaga kesehatan seperti pada 

Pasal 29 sebelum di tempuh jalur hukum lainnya.1 Jauh sebelum itu sesuai dengan hukum 

acara perdata yang berlaku, baik ketentuan dalam Pasal 130 HIR maupun ketentuan dalam 

Pasal 154 RBg telah mendorong para pihak yang bersengketa harus menempuh proses 

perdamaian di luar pengadilan sebelum perkaranya diadili oleh hakim. Akan tetapi 

ketentuan ini belum sungguh-sungguh diterapkan oleh hakim, hanya sekedar formalitas 

 
1 Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan "Dalam hal tenaga kesehatan diduga 

melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui 
mediasi." 
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belaka. Sehubungan dengan itu, untuk memperdayakan ketentuan perdamaian tersebut, 

Mahkamah Agung sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan 

Lembaga Damai (Exx. Pasal 130 HIR/ 154 RBg). Seiring dengan itu, dalam rangka 

mengintensifkan upaya perdamaian, proses mediasi tersebut kemudian diintegrasikan 

sebagai bagian proses berperkara di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008 yang menjadi pelengkap dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang 

sebelumnya. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka eksistensi pengadilan 

tidak hanya semata-mata menjalankan kekuasaan yang bersifat memutus (ajudikatif) 

belaka, melainkan juga menjalankan fungsi "mendamaikan" para pihak yang berperkara 

dipengadilan, yang pada akhirnya akan dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait 

dengan proses berperkara di pengadilan. 

Akan tetapi, pada masa transisi yang terjadi saat ini dimana pelayanan kesehatan yang 

dilakukan oleh rumah sakit boleh dikatakan sudah mengarah ke profit oriented, jadi 

masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan ingin mendapatkan haknya yang sesuai 

dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini terjadinya sengketa medis, penyelesaiannya 

lebih baik melalui proses APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), karena di anggap lebih 

menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih dikedepankan melalui cara mediasi karena 

metode ini dikenal dan diakui dalam peradilan Indonesia, hingga dapat berada dalam 

sistem peradilan. 

Dibandingkan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa lain yang 

sering dikerjakan oleh para pihak dan dokter, mediasi menawarkan penawaran yang 

integratif yang prosesnya tidak membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama, 

dan tidak menekan pada siapa yang menang atau siapa yang kalah, siapa benar atau 

salah, tetapi dengan hasil penyelesaian menang menang (win win solution). Hal yang 

bagus lagi dalam mediasi sengketa medik biasanya fokus kepada tujuan-tujuan dari 

pihak yang mengsengketakan (Pasien atau keluarganya) yang menjadi pokok 

pemufakatan.2 

Berdasarkan uraian singkat di atas, timbul permasalahan yaitu: (1). 

Bagaimanakah Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum 

pidana?, (2). Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga 

 
2 Eddi Junaidi, 2011, Mediasi dolam penyelesaian sengketa medik, Rajawali press, Jakarta, h1m. 39. 
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kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan? 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis 

normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum / 

referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum 

tersebut, yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penulisan / penelitian ini. 

III. PEMBAHASAN 

A. Upaya Penyelesaian Sengketa Medis 

Sudut pandang pasal 29 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 penyelesaian 

sengketa seharusnya dilakukan diluar pengadilan yang artinya dalam pelaksanaannya harus 

ada “Costumer Care” yang menangani kasus kelalaian medik tersebut, jadi jika muncul 

adanya dugaan kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter maka Costumer Care tersebut 

harus di utamakan fungsinya, hal ini dikarenakan jika kasus kelalaian medik tersebut sudah 

masuk ke pengadilan maka hakim lebih cenderung untuk memakai Perma Nomor 1 

Tahun 2008 daripada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dikarenakan 

pengaturan Perma memberikan definisi yang lebih terstruktur atas upaya penyelesaian 

sengketa medis dibandingkan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. 

Costumer Care disini dapat diartikan sebagai sebuah wadah atau lembaga yang 

nantinya menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa medik yang terjadi antara tenaga 

kesehatan dan pasien, peran dari Costumer Care dikhususkan agar dapat menyaring kasus-

kasus yang nantinya dapat meringankan neraca kasus dipengadilan, sehingga pengadilan 

bisa mengurangi tumpukan perkara yang menggantung. Akan tetapi Costumer Care hanya 

menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa medik saja sehingga dalam 

penerapan tidak dicampur adukkan dengan sengketa-sengketa yang lain. 

Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Pasal 

29 yang menjelaskan bahwa mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga 

kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan 

kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan 

oleh mediator yang disepakati oleh para pihak. Jadi walaupun dalam Asas hukum Undang-

Undang Kesehatan lebih tinggi dari Perma Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan lantas 

tak membuat pasal dari Undang-Undang Kesehatan yang dipakai dalam pengambilan 

putusan di pengadilan, dalam hal ini pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak 
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bertentangan dengan Perma No. 1 Tahun 2008, akan tetapi Pasal 29 ini lebih diartikan 

pada pembuatan suatu lembaga diluar pengadilan untuk mengakomodir kelalaian medik 

yang terjadi sehingga bisa diselesaikan diluar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak 

yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu. Namun, ada kalanya karena 

berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi 

berakhir dengan jalan buntu (deadlock, stalemate). Situasi ini yang membedakan mediasi dari 

litigasi, litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim. 

Meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena 

ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.3 

Perma No. 1 Tahun 2008 dalam penerapan senyatanya memperkuat pasal 29 

Undang- Undang nomor 36 Tahun 2009 ini, dikarenakan menjadi batu loncatan dalam 

penerapan mediasi di pengadilan. Tapi sayangnya dalam realita, pelembagaan yang 

mengakomodir mediasi sengketa medis diluar pengadilan belumlah efisien sehingga 

kebanyakan kasus sengketa medis yang terjadi langsung menuju ke pengadilan perdata 

atau pidana.4 

Hal tersebut lantas menjadi kelemahan dari pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 dikarenakan dalam sistem hukum ada payung hukum yang mengatur tentang 

penyelesaian mediasi sengketa medik diluar pengadilan yang bertujuan untuk membantu 

para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah sengketa medik yang mereka 

dapati. Disamping itu juga, dapat membantu kinerja dari peradilan karena mengurangi 

beberapa kasus yang nantinya menjadi waitting list di pengadilan. tetapi Lembaga yang 

dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 senyatanya belum ada 

realisasinya sehingga dalam kasus kelalaian medik yang terjadi kebanyakan kasus yang bisa 

diselesaikan dialihkan ke pengadilan atau kepolisian untuk proses penyelesaian. 

Pertanggung jawaban pidana terhadap seorang tenaga kesehatan yang melakukan 

tindak pidana malpraktik dapat dikemukakan bahwa pertanggung jawaban pidananya 

terletak pada kesalahan yang berupa kealpaan dan kelalaian ketika tenaga kesehatan 

tersebut menjalankan profesinya. Akibat dari kesalahan tenaga kesehatan tersebut 

mengakibatkan kematian atau luka-luka, unsur kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan 

dalam hal ini adalah kelalaian berat yang akan dimintakan pertanggung jawaban dari akibat 

 
3 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada. hlm.  17 
4 M. Nasser, Sengketa Medis dalam Pelayanan Kesehatan, Disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-

Yogyakarta, Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011. hlm. 3 



  JURNAL HUKUM PELITA | VOLUME 4 NOMOR 1, MEI 2023 

 

72 

 

yang timbul dari perbuatannya. Ketentuan tentang penghapusan pidana KUHP diatur 

dalam Buku I tentang Aturan Umum, yakni dalam Pasal 44 yang mengatur tentang 

kemampuan bertanggung jawab, Pasal 48 tentang daya paksa, Pasal 49 tentang pembelaan 

terpaksa, Pasal 50 tentang pelaksanaan ketentuan undang-undang, dan Pasal 51 tentang 

pelaksanaan perintah jabatan. Alasan penghapus pidana dalam teori hukum pidana dapat 

dibedakan menjadi tiga macam : 

a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya 

perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang 

patut dan benar; 

b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.  Perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum,jadi tetap merupakan 

perbuatan pidana, akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan; 

c. Alasan penghapus penuntutan, di sini persoalannya bukan ada alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun 

sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi, penegak hukum menganggap 

bahwa atas dasar atau kemanfaatan kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan 

penuntutan menjadi pertimbangan di sini adalah kepentingan umum, jika perkaranya 

tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana; 

Alasan penghapus pidana dalam malapraktik dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu 

aspek yang berkaitan dengan etika profesi dokter. Aspek ini, titik beratnya diletakkan pada 

pelanggaran sumpah dokter, pelanggaran kode etik kedokteran (KODEKI), serta 

pelanggaran- pelanggaran kewajiban dokter yang tercantum di dalam, baik pada Undang- 

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun pada Undang- Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta peraturan perundang-undangan 

lainnya. Apabila semua kewajiban dan perilaku dokter dalam melaksanakan pelayanan 

medis tidak menyimpang dari tata kelakuan yang   ditetapkan  oleh   kode etik profesinya, 

serta kewajiban secara administrasi telah terpenuhi, maka dokter yang bersangkutan yang 

diduga melakukan malapraktik tidak dapat dituntut di hadapan Majelis Kode Etik 

Kedokteran (MKEK), dalam arti bahwa tindakan dokter tersebut sesuai dengan standar 

profesi. 

Perlindungan hukum terhadap korban Malpraktek oleh dokter berdasarkan hukum 

Indonesia, yaitu : 

a. Secara Preventif : dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai 

Tindakan malpraktek, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
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Perdata), Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

b. Secara Refresif : dengan adanya Tindakan yang mengakibatkan kerugian, maka seseorang yang 

melakukan Tindakan tersebut dijatuhkan sanksi berupa sanksi perdata, yaitu mengganti 

kerugian. Sanksi Administratif, yaitu diberhentikan sementara dari jabatan (dokter) yang 

dipegang, pemecatan keanggotaan dan pencabutan izin praktek kedokteran oleh Majelis 

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sanksi Pidana, yaitu Tindakan 

tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling 

lama 12 tahun. 

Suatu Tindakan Dokter yang bisa dikategorikan sebagai malpraktek adalah : 

a. Adanya pengaturan terhadap hukum; 

b. Adanya hubungan hukum para pihak; 

c. Adanya pelanggaran hak dan kewajiban; 

d. Adanya akibat hukum yang di timbulkan. 

IV. KESIMPULAN 

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam 

penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana  masih sangat 

sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena penegak hukum masih 

cenderung memlih penyelesaian melalui litigasi yang bermuara pada putusan pengadilan 

sebagi upaya penyelsaian 

Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan 

malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara yang diusulkan oleh MHKI dan 

terakomodir dalam KUHP terbaru.  

V. SARAN 

Perlu adanya sosialisasi guna penerapan Pasal29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

kepada penegak hukum dan masyarakat agar sengketa medis yang terjadi dapat 

diselesaikan oleh lembaga penyelsaian sengketa medis terlebih dahulu (non litigasi) dan 

memilih jalur litigasi sebagai ulimum remedium dalam upaya menyelesaikan masalah sengketa 

medis. 

Dalam ranah hukum pidana perlu adanya instrumen-instrumen yang mengatur tentang 

prosedur mediasi dan tata cara penyelesaian sengketa medis diranah pidana. Agar 

penyelesaian sengketa medis secara non litigasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dapat terlaksana secara optimal. 
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